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Menimbang :

Mengingat :

WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga

Negara khususnya di Kota Kendari dalam hal pemenuhan

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui

penerapan standar pelayan minimal, perlu ditetapkan

Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal;

1:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomeor 1619);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018



Menetapkan

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891};

15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 868,

16.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 3,
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Derah
Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

17.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Kendari Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2018 Nomor 7},

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

Unsur Penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar Warga Negara.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang
dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara
minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup

secara layak.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut
penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa
dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh
setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa
lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya



A

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari untuk
melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
(2)Peraturan Walikota ini bertujuan agar Organisasi Perangkat
Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB III
‘ RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar;
¢. Penerima Pelayanan Dasar;
d. Pembinaan dan Pengawasan; dan

e. Pembiayaan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DASAR

" Pasal 4
‘ Jenis Urusan Pelayan Dasar meliputi;
a. Urusan Pendidikan;
b. Urusan Kesehatan,
¢. Urusan Pekerjaan Umum,
d. Urusan Perumahan Rakyat;
e Urusan Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat; dan

f. Urusan Sosial.

Pasal 5
(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;



b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan;

(2)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b terdiri atas:

pelayanan kesehatan ibu hamil;

pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

pelayanan kesehatan ibu bersalin;

pelayanan kesehatan balita;

pelavanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

pelayanan kesehatan pada usia produktif;

pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

R e pog gop

pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;

C

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

s
s

k. pelayanana kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
1. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan tubuh manusia [human
immunodeficiency virus);
(3]Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ terdiri atas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari — hari; dan

b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

c (4)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d terdiri atas;
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban
bencana; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bhagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Kota;

(5)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e terdiri atas;
a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana,

c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap



bencana;

d. pelavanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
dan

e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

(6)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf f terdin atas;

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di
luar panti;

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

7]

rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantai;

rehabilitasi sosial dasar ftuna social khususnya
gelandangan dan pengemis di luar pantai; dan

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

BABV
MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 6
Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan

Dasar.

Pasal 7
Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 8
Penerima Pelavanan Dasar adalah warga Negara khususnya
masyarakat Kota Kendari.
Pasal 9
Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimakksud dalam Pasal 8
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

Pasal 11
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari,
dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

PARAF KOORDiINAS! | pada tanggal, * 2§ - 1. 2020
NO.| INSTALASI / UNIT KERA | p}ﬁﬁ‘ WALIKOTA RENDARI,
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2¢ . o _ 2020




	001(15).pdf (p.1)
	002(24).pdf (p.2)
	003(20).pdf (p.3)
	004(24).pdf (p.4)
	005(14).pdf (p.5)
	006(23).pdf (p.6)
	007(13).pdf (p.7)
	008(16).pdf (p.8)

